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ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMISAHAN KEPEMILIKAN TANAH 

DAN BANGUNAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DITINJAU DARI 

PASAL 1320 KUH PERDATA 

Didiek Wahju Indarta, Irma Mangar, Juventia Imelda R. 

Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro 

Email: didiek.1968@gmail.com 

Penelitian ini membahas mengenai pemisahan kepemilikan tanah dan bangunan 

dalam perjanjian jual beli ditinjau dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang- 

Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam hukum perdata, perjanjian 

dianggap sah apabila memenuhi empat syarat pokok, yaitu kesepakatan para 

pihak, kecakapan hukum, adanya objek yang jelas, serta causa yang halal. 

Selama syarat tersebut terpenuhi, perjanjian memiliki kekuatan mengikat bagi 

para pihak. Namun, dalam hukum agraria, keberlakuan asas pemisahan horizontal 

menyebabkan kepemilikan tanah tidak secara otomatis meliputi kepemilikan 

bangunan atau benda yang berada di atasnya. Oleh karena itu, perjanjian jual beli 

tanah yang juga memuat peralihan bangunan harus didukung dengan akta 

autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana 

diwajibkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum 

normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli tanah dan bangunan dapat 

dinyatakan sah berdasarkan syarat Pasal 1320 KUH Perdata, peralihan hak atas 

tanah baru diakui secara hukum apabila dituangkan dalam Akta Jual Beli (AJB) 

dan didaftarkan ke kantor pertanahan. Dengan demikian, penerapan asas 

pemisahan horizontal memiliki implikasi bahwa objek tanah dan bangunan 

dalam transaksi hukum harus dinyatakan secara tegas dan diproses sesuai 

prosedur agraria agar memiliki kekuatan hukum yang sempurna. 

 

Kata Kunci : Perjanjian Jual Beli, Pemisahan Kepemilikan, Asas Pemisahan 

Horizontal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap tanah, 

potensi terjadinya sengketa atau konflik dalam bidang pertanahan pun semakin 

besar. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu peraturan yang dapat menjadi pedoman 

untuk menjamin terciptanya kepastian hukum di bidang pertanahan. Menanggapi 

hal tersebut, pada tanggal 24 September 1960, pemerintah Indonesia menetapkan 

dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok 

Agraria (UUPA). Pemberlakuan UUPA menandai terjadinya perubahan besar 

dalam sistem hukum agraria di Indonesia, khususnya dalam aspek hukum 

pertanahan. Perubahan ini bersifat mendasar karena tidak hanya menyangkut 

pembaruan terhadap struktur dan perangkat hukumnya, tetapi juga perubahan 

terhadap konsepsi dasar serta substansi hukumnya. UUPA dirancang agar sesuai 

dengan kepentingan rakyat Indonesia dan mampu menyesuaikan diri dengan 

tuntutan perkembangan zaman.(Bagung et al., 2023) 

Perubahan konseptual yang dibawa oleh UUPA tersebut juga tampak dari 

pengakuan terhadap asas pemisahan horizontal (horizontal scheiding beginsel), 

yang menegaskan bahwa hak atas tanah tidak selalu melekat pada hak atas 

bangunan yang berdiri di atasnya. Dalam praktik hukum perdata, tanah dan 

bangunan sering kali dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 

Namun, perkembangan hukum agraria di Indonesia justru mengakui adanya 

pemisahan antara kepemilikan tanah dan bangunan, terutama karena 

diberlakukannya asas pemisahan horizontal (horizontal scheiding beginsel) yang 

diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok 

Agraria (UUPA). Asas pemisahan horizontal merupakan prinsip yang menyatakan 

bahwa suatu tindakan hukum yang berkaitan dengan hak atas tanah tidak secara 

otomatis mencakup tindakan hukum terhadap benda-benda yang berada di atas 

tanah tersebut, seperti bangunan, tanaman, maupun objek lain yang melekat di 
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atasnya. Dengan kata lain, kepemilikan tanah dapat terpisah dari kepemilikan 

bangunan atau benda yang berdiri di atasnya.(Hukum & Dwiyatmi, 2020) Dengan 

kata lain, kepemilikan atas tanah dan bangunan di atasnya dapat terpisah dan 

dimiliki oleh pihak yang berbeda. Asas ini menegaskan bahwa tanah dan benda di 

atasnya merupakan dua objek hukum yang berdiri sendiri, sehingga setiap peralihan 

hak, perjanjian, atau transaksi atas tanah tidak serta merta mengalihkan hak atas 

bangunan atau benda lain yang ada di atasnya, kecuali secara tegas diperjanjikan 

oleh para pihak. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam sistem hukum agraria di 

Indonesia, khususnya dalam praktik jual beli, sewa, atau hak guna bangunan di atas 

tanah milik orang lain. Artinya, seseorang dapat memiliki bangunan tanpa memiliki 

tanah di bawahnya, atau sebaliknya. Kondisi seperti ini banyak dijumpai dalam prpaktik 

hukum pertanahan di Indonesia, misalnya pada kasus kepemilikan rumah susun, di mana 

seseorang hanya memiliki satuan unit rumah susun beserta bagian bersama, benda 

bersama, dan tanah bersama secara proporsional tanpa memiliki tanah secara 

individual. Demikian pula dalam hal bangunan yang didirikan di atas tanah dengan 

status sewa atau tanah dengan hak guna bangunan (HGB), pemilik bangunan 

memiliki hak atas bangunannya, sedangkan hak atas tanah tetap berada pada 

pemilik tanah. Asas ini memberikan fleksibilitas dalam hubungan hukum antara 

pemilik tanah dan pemilik bangunan, sekaligus mencerminkan pengakuan terhadap 

kepemilikan yang terpisah antara tanah dan benda yang ada di atasnya sesuai 

dengan prinsip hukum agraria nasional. Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis 

mengenai keabsahan perjanjian jual beli yang hanya mencakup tanah atau hanya 

bangunan saja. Apakah perjanjian semacam itu tetap sah menurut Pasal 1320 KUH 

Perdata. Dalam sistem hukum Indonesia, suatu perjanjian jual beli tanah harus 

memenuhi ketentuan hukum agar memiliki kekuatan mengikat. Berdasarkan KUH 

Perdata, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi empat unsur 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320, yaitu adanya persesuaian kehendak antara 

para pihak, para pihak yang melakukan perjanjian memiliki kecakapan hukum, 

terdapat objek perjanjian yang jelas, serta tujuan perjanjian tersebut tidak 

bertentangan dengan hukum. Selama keempat syarat tersebut dipenuhi, maka 

perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat dalam perspektif hukum perdata. 
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Namun, dalam konteks hukum agraria, proses peralihan hak atas tanah harus 

didukung dengan akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT). Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah, yang mengharuskan setiap transaksi jual beli tanah dituangkan 

dalam Akta Jual Beli (AJB) sebagai landasan resmi untuk melakukan pendaftaran 

perubahan kepemilikan di kantor pertanahan.(Apriandra & Priyono, 2025) Oleh 

karena itu, penting dilakukan kajian mendalam untuk menganalisis pemisahan 

kepemilikan tanah dan bangunan dalam perjanjian jual beli, baik dari aspek hukum 

perdata maupun hukum agraria, agar tercipta kepastian hukum bagi para pihak.. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya 

adalah; 

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pemisahan kepemilikan tanah dan 

bangunan di Indonesia? 

2. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang 

dilakukan secara terpisah ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai 

pemisahan kepemilikan tanah dan bangunan di Indonesia. 

2. Untuk mengkaji keabsahan perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang 

dilakukan secara terpisah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Dari pembahasan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik secara teoritis dan praktis, yaitu: 

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum 

perdata dan hukum agraria terkait konsep pemisahan kepemilikan tanah 
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dan bangunan (asas pemisahan horizontal). Penelitian ini dapat menjadi 

landasan ilmiah dalam memperkuat pemahaman mengenai kedudukan 

objek perjanjian jual beli yang tidak selalu harus dipandang sebagai satu 

kesatuan, serta memperkaya literatur mengenai penerapan Pasal 1320 

KUH Perdata terhadap perjanjian yang melibatkan objek yang bersifat 

terpisah. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti lain dalam menganalisis 

keabsahan serta implikasi hukum pemisahan kepemilikan tanah dan 

bangunan. 

b. Secara Praktis 

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan 

panduan bagi masyarakat, praktisi hukum, notaris/PPAT, maupun pihak- 

pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan. 

Penelitian ini dapat membantu memberikan gambaran mengenai 

konsekuensi hukum yang timbul apabila tanah dan bangunan 

diperjualbelikan secara terpisah, sehingga para pihak dapat menyusun 

perjanjian dengan lebih hati-hati untuk memastikan kepastian hukum dan 

perlindungan terhadap hak-hak mereka. Selain itu, hasil penelitian ini 

dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dan lembaga terkait 

dalam menyempurnakan regulasi maupun praktik administrasi pertanahan 

di Indonesia. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

 

1.1 Asas Pemisahan Horizontal 

Asas pemisahan horizontal merupakan prinsip dalam hukum 

pertanahan yang berawal dari ketentuan hukum adat. Berdasarkan asas ini, 

tanah dinilai sebagai objek yang berdiri sendiri dan terpisah dari bangunan 

ataupun benda-benda lain yang berada di atasnya. Prinsip ini merupakan 

karakter dasar dari hak-hak atas tanah dalam hukum adat yang kemudian tetap 

dipertahankan dalam hukum agraria nasional, meskipun telah mengalami 

penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan masyarakat modern. Oleh 

karena itu, kepemilikan hak atas tanah tidak secara otomatis mencakup 

kepemilikan atas bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut. Bangunan, 

tanaman, atau benda lain yang melekat di atas tanah menjadi milik pihak yang 

mendirikan atau menanamnya, baik orang tersebut adalah pemegang hak atas 

tanah maupun bukan, kecuali apabila para pihak membuat suatu perjanjian. 

(Andari et al., 2019)Asas pemisahan horizontal berlandaskan pada Pasal 44 

Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyebutkan bahwa 

seseorang atau badan hukum dapat memperoleh hak sewa atas tanah, yakni hak 

untuk memanfaatkan tanah milik pihak lain guna mendirikan bangunan dengan 

memberikan sejumlah pembayaran berupa uang sewa kepada pemilik 

tanah.Penerapan asas ini terlihat dalam Hak Sewa untuk Bangunan, di mana 

individu atau badan hukum menyewa tanah milik orang lain yang masih 

kosong dengan kesepakatan pembayaran uang sewa dalam jumlah dan jangka 

waktu tertentu. Selama masa sewa tersebut, penyewa memiliki hak untuk 

mendirikan bangunan di atas tanah tersebut dan memanfaatkannya sesuai 

perjanjian.Terdapat pemisahan horizontal antara pemilik tanah dengan pemilik 

bangunan yaitu tanah milik pemilik tanah, sedangkan bangunan milik penyewa 

tanah. 
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1.2 Syarat Sah Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUH Perdata 

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana dua pihak atau lebih 

sepakat untuk membuat suatu kesepakatan yang mengikat, dengan tujuan 

menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Keabsahan 

perjanjian menjadi hal yang sangat penting dalam hukum perdata, karena 

perjanjian yang sah akan mengikat para pihak secara hukum dan memberikan 

dasar yang kuat untuk menegakkan hak dan kewajiban mereka. Suatu 

perjanjian akan berakhir jika si penawar menghentikan penawarannya tanpa 

harus pemberitahuan terlebih dahulu. Pada waktu perjanjian dilegalisasi oleh 

Notaris tanpa kehadiran kedua pihak maka perjanjian juga dapat dikatakan 

berakhir pada saat legalisasi diterima. Perjanjian harus disetujui oleh semua 

pihak (meeting of minds). Persetujuan sepihak tidak mempengaruhi 

rancangan utamanya. Jika semua pihak menyetujui untuk dilegalisasi tetapi 

masih ada perselisihan maka perjanjian tersebut tetap dapat disetujui.(Senda, 

2024) 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan yang peneliti lakukan 

menujukkan bahwa penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap 

Pemisahan Kepemilikan Tanah Dan Bangunan Dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau 

Dari Pasal 1320 Kuh Perdata” memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian- 

penelitian terdahulu yang umumnya meninjau pemisahan kepemilikan tanah dan 

bangunan dari aspek hukum agraria atau administrasi pertanahan. Dalam penelitian 

ini, fokus diarahkan pada analisis yuridis terhadap keabsahan perjanjian jual beli 

yang memisahkan kepemilikan tanah dan bangunan ditinjau dari ketentuan Pasal 

1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya mengenai pemenuhan 

syarat sah perjanjian. Pendekatan ini memberikan perspektif baru karena 

menempatkan persoalan pemisahan kepemilikan tersebut dalam ranah hukum 

perdata, bukan sekadar dalam konteks pengaturan hak atas tanah. Selain itu, 

penelitian ini juga menelaah akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut 

terhadap para pihak, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan 
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berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek 

normatif agraria semata. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No 

. 

Nama dan Tahun 

Penelitian 

Metode 

Penelitia 

n 

Variabel 

atau 

instrumen 

Hasil Penelitian 

1. TINJAUAN YURIDIS 

TERHADAP 

KEABSAHAN 

PERJANJIAN   JUAL 

BELI KIOS : STUDI 

PUTUSAN  NOMOR 

18/PDT.G/2016/PN.KP 

G 

Penelitian 

yuridis 

normatif- 

empiris 

Perjanjian 

jual beli, 

Keabsahan 

perjanjian, 

Wanprestas 

i 

Hasil   analisis 

menunjukkan 

bahwa  perjanjian 

tersebut memenuhi 

syarat sah   secara 

formil,    namun 

tergugat melakukan 

wanprestasi karena 

tidak melaksanakan 

kewajiban 

pembayaran 

sebagaimana 

disepakati. 

Penelitian     ini 

menegaskan 

pentingnya 

pemenuhan unsur 

perjanjian  serta 

pertanggungjawaba 

n hukum    atas 

wanprestasi sebagai 

bagian     dari 

perlindungan 

hukum bagi   para 

pihak yang 
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    dirugikan dalam 

hubungan 

kontraktual.(Tanya, 

Velliana, 2025) 

2. TINJAUAN YURIDIS 

KETENTUAN PASAL 

1320 KUHPERDATA 

TERHADAP  JUAL 

BELI  TANAH  DI 

BAWAH TANGAN DI 

DESA   BATUKARAS 

KECAMATAN 

CIJULANG 

KABUPATEN 

PANGANDARAN 

Penelitian 

Normatif 

Jual Beli, 

Tanah, 

Dibawah 

Tangan 

Hasil penelitian 

yang didapat bahwa 

pelaksanaan 

ketentuan  Pasal 

1320     Kitab 

UndangUndang 

Hukum   Perdata 

terhadap jual   beli 

tanah di  bawah 

tangan  di    Desa 

Batukaras 

Kecamatan 

Cijulang Kabupaten 

Pangandaran antara 

Yusuf Ijudin dengan 

Endang    Ahmad 

Dimyati,   yakni 

perjanjiannya dapat 

dibatalkan  karena 

melanggar 

ketentuan    Pasal 

1320 Kitab Undang- 

Undang Hukum 

Perdata point 

pertama mengenai 

kesepakatan. 

Ketidaktahuan para 
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    pihak terhadap 

aturan    hukum 

menyebabkan pihak 

pembeli mengalami 

kerugian. Jual beli 

yang  dilakukan 

tidak memiliki akta 

autentik dan hanya 

dibuktikan dengan 

adanya kuitansi jual 

beli tanah   yang 

ditanda tangani para 

pihak. Dalam hal ini 

peneliti 

memberikan saran, 

hendaknya 

masyarakat  lebih 

jeli dan teliti dalam 

melakukan jual beli 

tanah,     dan 

sebaiknya 

pelaksanaan    jual 

beli tanah  tidak 

dilakukan 

berdasarkan 

dibuatnya   kuitansi 

saja    ataupun 

perjanjian di bawah 

tangan   melainkan 

harus  dibuat  akta 

sah dihadapan 
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    notaris dan Kepala 

Desa agar mendapat 

kekuatan hukum 

yang 

jelas.(Sukarman & 

Rusydi, 2024) 

3. KEPASTIAN HUKUM 

TERHADAP   ASAS 

PEMISAHAN 

HORIZONTAL PADA 

KEPEMILIKAN ATAS 

TANAH ADAT DI 

DUSUN  1 (HUTA 

PAMATANG) 

NAGORI  TANJUNG 

SARIBU 

KECAMATAN 

DOLOK 

PARDAMEAN 

KABUPATEN 

SIMALUNGUN 

Penelitian 

yuridis 

Empiris 

Kepastian 

Hukum, 

Asas 

Pemisahan 

Horizontal, 

Tanah Adat 

Hasil Penelitian 

menunjukkan 

bahwa  kepastian 

hukum bagi 

masyarakat adat 

terhadap penerapan 

asas pemisahan 

horizontal pada 

kepemilikan atas 

tanah adat di dusun 

1 (satu) Huta 

Pamatang Nagori 

Tanjung Saribu 

diberikan kepada 

pihak-pihak yang 

menjadi keturunan 

asli penduduk 

Nagori Tanjung 

Saribu yang tinggal 

di Nagori ataupun 

yang akan datang 

untuk tinggal dan 

menetap di desa 

wilayah masyarakat 

adat tersebut. 
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    Kepastian   hukum 

dalam    bentuk 

peraturan 

perundang- 

undangan     yang 

mengatur  tentang 

tanah ulayat telah 

ada baik di Undang- 

Undang Dasar 1945, 

Undang-Undang 

Nomor 5   Tahun 

1960 tentang 

peraturan  Dasar 

Pokok-Pokok 

Agraria   serta 

peraturan 

pemerintah     dan 

peraturan daerah. 

Penguasaan 

kepemilikan     atas 

tanah    adat 

merupakan 

peraturan tidak 

tertulis yang sudah 

lama diyakini, di 

hidupkan  serta 

dilakukan oleh 

masyarakat  adat. 

Penguasaan 

kepemilikan tanah 

adat yang 



12  

 

    berlandaskan norma 

kepatutan  dan 

keadilan  bersama, 

tidak menyerobot 

hak orang lain, tidak 

menimbulkan 

kerugian bagi pihak 

lain.(Sinaga et al., 

2024) 

Sumber: Hasil penelitian sebelumnya diolah (2025) 

 

 

2.3 Kerangka Konsep Penelitian 

 

Kerangka konseptual dalam pelaksanaan penelitian, langkah-langkah penelitian 

disusun melalui tahapan-tahapan seperti: melakukan identifikasi terhadap 

permasalahan yang dibahas dengan jangka waktu yang digunakan penulis, 

menyusun jadwal penelitian, menyiapkan sarana dan prasarana pendukung yang 

dibutuhkan, mengumpulkan bahan hukum (primer dan sekunder), melaksanakan 

kegiatan penelitian dengan jangka waktu 2 bulan, pengumpulan bahan hukum, 

dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat bahan-bahan hukum yang 

diperlukan. Hal ini dilakukan dengan cara mengkaji beberapa dokumen dan aturan 

hukum yang ada, terkait dengan masalah yang dibahas dan selanjutnya dilakukan 

analisis bahan hukum dengan jangka waktu yang ditetntukan penulis. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada 

pengkajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam 

peraturan perundang-undangan maupun yang tercantum dalam literatur-literatur 

hukum yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis keabsahan 

pemisahan kepemilikan tanah dan bangunan dalam perjanjian jual beli ditinjau dari 

ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian hukum 

normatif menitikberatkan pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, asas- 

asas hukum, serta doktrin yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. 

3.2 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Beberapa jenis data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah 

sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Bahan primer yang secara sah di edarkan sesuai amanat Undang- 

Undang, antara lain: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (UUPA) 

b. Data Sekunder 

Bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, semua 

publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen 

resmi.Bahan hukum sekunder di peroleh dari kepustakaan guna untuk 

mencari informasi mengenai permasalahan yang dihadapi. 
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c. Data Tersier 

Bahan hukum ini yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus 

hukum, ensiklopedia, dan sebagainya. Bahan hukum tersier pada 

penelitian hukum ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 

Teknik pengumpulan yang dilakukan yaitu dengan cara studi 

kepustakaan yang berguna untuk memperoleh bahan hukum primer maupun 

bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku- 

buku, artikel dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian 

3.3 Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara 

kualitatif yaitu dengan menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif 

dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, 

sehingga memudahkan dalam pemahaman interpretasi data. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaturan hukum mengenai pemisahan kepemilikan tanah dan 

bangunan di Indonesia 

Pengaturan mengenai pemisahan kepemilikan tanah dan bangunan di 

Indonesia didasarkan pada prinsip pemisahan horizontal yang diatur dalam 

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) beserta peraturan turunannya. Asas 

pemisahan horizontal adalah prinsip yang menegaskan bahwa bangunan dan 

tanaman yang berada di atas tanah tidak otomatis menjadi bagian dari tanah 

tersebut. Dengan demikian, kepemilikan atas tanah tidak langsung mencakup 

kepemilikan bangunan maupun tanaman di atasnya, dan tindakan hukum yang 

berkaitan dengan tanah tidak otomatis berlaku terhadap bangunan atau tanaman 

tersebut. Secara filosofis, asas ini lahir dari pandangan hukum adat yang 

bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan tanah bagi masyarakat. Melalui 

mekanisme yang memungkinkan seseorang memiliki hak sekunder di atas hak 

primer, penggunaan tanah sebagai hak utama dapat dimaksimalkan sesuai 

kebutuhan dan kepentingan masyarakat.(Sinaga et al., 2024) Pasal 5 Undang- 

Undang Pokok Agraria menetapkan bahwa hukum adat tetap menjadi dasar 

hukum agrariaselama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional maupun 

kepentingan negara. Dengan demikian, sistem pertanahan yang dianut dalam 

hukum nasional pada dasarnya sejalan dengan konsep pertanahan yang berlaku 

dalam hukum adat.(Putri et al., 2024) 

Undang-undang Pokok Agraria merupakan “buku besar” atau “kitab” 

hukum pertanahan nasionaI yang mengatur pokok-pokok atau prinsip-prinsip 

dasar hukum pertanahan nasionaI, termasuk asas pemisahan horisontal. 

Konsepsi asas pemisahan horisontal yang diambil dari asas hukum adat mengenai 

tanah, secara filosofi didasari oleh pertimbangan untuk memaksimalkan fungsi 

tanah bagi kehidupan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, urgensi 

asas pemisahan horisontal dalam hukum tanah nasionaI hakikatnya yaitu dalam 

rangka memenuhi asas kemanfaatan dan keadilan yang tercermin dari tujuan Pasal 



16  

 

33 Ayat (3) UUD 1945 dan sila-sila Pancasila, dan UUPA merupakan 

penjabarannya. Politik hukum pertanahan nasionaI khususnya mengenai asas 

pemisahan horisontal secara langsung dan tidak langsung tergambar dalam 

ketentuan yang termuat dalam UUPA.(Rahman et al., 2025) 

Hak menguasai negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUPA menjadi 

dasar bagi munculnya berbagai jenis hak atas permukaan bumi, yang disebut 

tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh individu, kelompok, 

maupun badan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1). Jenis- 

jenis hak atas tanah tersebut dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, 

meliputi Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan 

(HGB), Hak Pakai (HP), Hak Sewa, serta hak-hak lain yang akan diatur lebih 

lanjut melalui undang-undang. Salah satu hak yang termasuk dalam pengaturan 

tersebut adalah Hak Guna Bangunan, yang diatur secara lebih rinci dalam 

Pasal 35 hingga Pasal 40 UUPA. Berdasarkan Pasal 35, Hak Guna Bangunan 

merupakan hak untuk mendirikan dan memiliki bangunandi atas tanah yang bukan 

miliknya sendiri, dengan jangka waktu maksimal selama 30 tahun.(Anggreani 

& Santoso, 2024) 

Pengaturan mengenai pemisahan kepemilikan tanah dan bangunan di 

Indonesia memiliki dasar hukum  yang  kuat dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan.  Pengaturan lebih spesifik muncul dalam Undang- 

Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, yang melalui konsep Hak 

Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) secara eksplisit memisahkan 

kepemilikan unit bangunan dari tanah yang menjadi bagian bersama.(Undang- 

Undang RI Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, 2011) Selain itu, 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menegaskan 

bahwa pemilik bangunan tidak harus menjadi pemilik tanah, selama terdapat 

hubungan hukum yang sah dengan pemilik atau penguasa tanah.(Indonesia, 2002) 

Pemisahan kepemilikan ini juga diperkuat oleh Peraturan Menteri 

Agraria/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2019 yang mengatur pemberian HGB atau 

Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan, sehingga memungkinkan bangunan 

dimiliki oleh pihak berbeda dari pemilik tanah.(Badan et al., 2019)Keseluruhan 
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regulasi ini didukung oleh yurisprudensi Mahkamah Agung yang secara 

konsisten mengakui prinsip pemisahan horizontal, sehingga membentuk 

landasan hukum yang jelas dan komprehensif bagi pemisahan kepemilikan 

tanah dan bangunan di Indonesia. 

4.2 Keabsahan perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan 

secara terpisah ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata 

Dalam praktik hukum perdata dan pertanahan di Indonesia, transaksi jual 

beli tanah dan bangunan tidak selalu dilakukan sebagai satu kesatuan. Hal ini 

dimungkinkan karena sistem agraria Indonesia menganut Asas Pemisahan 

Horizontal, yaitu tanah dan bangunan dapat menjadi objek kepemilikan yang 

berbeda. Akibatnya, perjanjian jual beli tanah da banguna sering kali dibuat secara 

terpisah sesuai kebutuhan para pihak. Namun, pemisaha tersebut menimbulkan 

pertanyaan mengenai keabsahan perjanjian apabila ditinjau dari Pasal 1320 KUH 

Perdata, yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan 

causa yang halal. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk memahami apakah 

perjanjian jual beli tanahdan bangunan yang dilakukan secara terpisah tetap 

memenuhi syarat sah perjanjian dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum. 

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut 

: 

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu pokok tertentu; 

4. Suatu sebab yang tidak dilarang.(Pasal 1320 KUHPERDATA, n.d.) 

Pasal tersebut menentukan unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian 

dianggap sah, yang dikelompokkan ke dalam syarat subjektif dan syarat objektif. 

Syarat subjektif mencakup adanya persetujuan antara para pihak serta kemampuan 

hukum para pihak untuk membuat perikatan. Sementara itu, syarat objektif 

meliputi adanya objek yang jelas dan tujuan perjanjian yang tidak bertentangan 

dengan hukum.(Senda, 2024) Jika syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian 

dapat dibatalkan dan jika syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi 

hukum. Perjanjian jual beli tanah dan bangunan secara terpisah adalah sah dan 
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diperbolehkan secara hukum, sepanjang memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUH 

Perdata. Hukum tanah kita menganut asas horizontal yakni pemisahan antara 

tanah dan bangunan yang berada diatasnya, beda halnya dengan asas perlekatan 

atau acessie yaitu bangunan dan tanah mejadi satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan.(Sesung et al., 2025) Tanah dan bangunan dapat dimiliki oleh dua 

subjek hukum yang berbeda dan karena dapat dipisahkan kepemilikannya, 

perjanjian jual beli tanah dan jual beli bangunan juga dapat dibuat secara 

terpisah. Jual beli tanah dan bangunan merupakan salah satu bentuk perjanjian 

yang memiliki peran signifikan dalam urusan properti. Untuk memperoleh 

kekuatan hukum dan pengakuan dari negara, transaksi tersebut wajib dituangkan 

dalam Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT).(Putri et al., 2024) Namun perlu diketahui bahwa jika yang diperjual- 

belikan objeknya tanah harus dibuat dihadapan PPAT. Dan jika objeknya 

bangunan dapat dibuat dengan akta perjanjian biasa, tergantung kesepakatan. 

Jika ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata, tidak terdapat ketentuanyang 

melarang dilakukannya pemisahan perjanjian antara tanah dan bangunan, karena 

hukum agraria Indonesia memang memungkinkan keduanya menjadi objek yang 

berdiri sendiri. Dengan demikian, baik syarat subjektif maupun syarat objektif 

dalam suatu perjanjiantetap dapat dipenuhi meskipun transaksi dilakukan secara 

terpisah, sepanjang para pihak sepakat, cakap, objeknya jelas, dan tujuannya tidak 

bertentangan dengan hukum. Oleh sebab itu, perjanjian jual beli tanah dan 

bangunan yang dibuat secara terpisah tetap dianggap sah dan mengikat secara 

hukum selama memenuhi seluruh syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan 

dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Keterkaitan keabsahan tersebut semakin jelas 

apabila dianalisis melalui asas-asas fundamental dalam hukum perjanjian, yang 

menjadi dasar penilaian sah atau tidaknya suatu perikatan. 

Relevansi asas-asas hukum perjanjian dalam menilai keabsahan 

pemisahan perjanjian jual beli tanah dan bangunan terletak pada fungsi asas-asas 

tersebut sebagai pondasi yang menentukan sah atau tidaknya suatu perikatan. 

Asas kebebasan berkontrak, bahwa asas ini memberi kebebasan penuh kepada 

para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian yang mereka buat, 
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selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum, 

termasuk pilihan untuk memisahkan perjanjian tanah dan perjanjian bangunan ke 

dalam dua dokumen yang berbeda. Selama pemisahan tersebut tidak bertentangan 

dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum, maka tindakan 

tersebut tetap sah dan dilindungi oleh hukum. Selanjutnya, asas itikad baik, 

bahwa asas ini menekankan pentingnya niat baik dalam menjalankan perjanjian. 

Para pihak dalam perjanjian diwajibkan untuk bertindak dengan itikad baik, 

baik pada saat negosiasi, pembentukan, pelaksanaan, maupun dalam penyelesaian 

sengketa yang muncul akibat perjanjian tersebut. Asas ini menjadi penting 

karena pemisahan perjanjian berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan 

informasi atau risiko pelanggaran prestasi jika tidak dilakukan dengan 

keterbukaan. Terakhir, asas konsensualisme bahwa asas ini menyatakan bahwa 

suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan antara 

para pihak, meskipun belum ada tindakan formal seperti penandatanganan atau 

pembayaran.(Wn et al., 2025) Dengan demikian, baik perjanjian tanah maupun 

perjanjian bangunan yang dibuat secara terpisah tetap dianggap sah dan mengikat 

secara hukum apabila terdapat kesepakatan yang baik di antara para pihak, 

tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Ketiga asas tersebut 

menunjukkan bahwa pemisahanperjanjian tidak mempengaruhi keabsahan 

substansialnya selama syarat-syarat fundamental dalam hukum perjanjian tetap 

terpenuhi. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis terhadap rumusan masalah yang telah dibahas, dapat 

disimpulkan bahwa pemisahan kepemilikan tanah dan bangunan di Indonesia 

memiliki dasar hukum yang kuat melalui Asas Pemisahan Horizontal yang 

diatur dalam UUPA dan berbagai peraturan turunannya. Sistem pertanahan 

nasional memang memungkinkan tanah dan bangunan menjadi objek yang 

berdiri sendiri, sehingga transaksi keduanya dapat dilakukan secara 

terpisah. Jika ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata, pemisahan perjanjian 

jual beli tanah dan bangunan tetap sah sepanjang memenuhi syarat sah 

perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, 

dan causa yang halal. Selama dibuat dengan itikad baik serta sesuai 

ketentuan terutama bahwa jual beli tanah wajib dibuat di hadapan PPAT maka 

perjanjian terpisah tersebut tetap mengikat secara hukum. Asas kebebasan 

berkontrak, itikad baik, dan konsensualisme semakin menegaskan bahwa 

pemisahan perjanjian tidak mempengaruhi keabsahan substansialnya. 

Dengan demikian, pemisahan transaksi tanah dan bangunan merupakan praktik 

yang legal, sah, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian di 

Indonesia 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian diatas disarankan agar penelitian 

selanjutnya lebih menekankan pada kebutuhan penegasan regulasi yang 

mengatur pemisahan horizontal secara jelas dan komprehensif. Penelitian 

juga perlu mengkaji efektivitas perlindungan hukum bagi para pihak dalam 

praktik pemisahan akta jual beli, terutama terkait pemenuhan syarat sah 

perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu, studi lanjutan 

diharapkan dapat menelusuri peran PPAT dalam memastikan 

validitasperjanjian terpisah serta menganalisis implementasi administrasi 

pertanahan terhadap pemisahan objek tanah dan bangunan. 
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